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BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACER

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR o TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
n

Menimbang : a.

Mengingat 1.

2.

BUPATI GAYO LUES,

bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, perlu lebih mendayagunakan dan
mengoptimaikan pelaksanaan pelayanan umum
pemerintahan dan pembangunan daerah yang luas,
nyata dan bertanggungjawab, sehingga perlu dilakukan
perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Kabupaten Gayo Lues;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun
Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo
Lues.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahuri 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ÿ18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013
Nomor 57);

9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten
Gayo Lues Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN
ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 6 TAHUN
20,16 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN GAYO LUES.

t

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten
Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84), diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Ketentuan pada huruf d Pasal 3 diubah dan ditambah angka
21, sehingga Pasal 3 huruf d berbunyi sebagai berikut:

Pasal3...r.£L../3



Pasal 3

d. Dinas Kabupaten, terdiri dari :
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Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan;
Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman;
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyaralcat (Sub Sat Pol PP dan Sub Kebakaran);
Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial;
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan
kelaurga berencana;
Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian;
Dinas Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan
pemerintahan bidang perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang penanaman modal;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olah raga;
Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan
bidang kebudayan;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga
kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral
Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan
sumber daya mineral;

17) Dinas../../4lf/4



17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa ;

18) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan;

19) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menegah
Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi
usaha kecil dan menengah;

20) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan
dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;

21) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan Jeidang
komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan
bidang persandian.

Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten
Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues tetap masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Qanun inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
, , ,29 November 2017 Mpada tanggal, 1Q Rabiul Awaf i439 H
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Diundangkan di Blangkejeren
.29 November 2017 Mpada tanggal, •

] Q Rabiul Awal 1439 H
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